Pengadilan Negeri Barabai

JI. Murakata No.1, Barabai Bar., Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan
Selatan 71313 71313 089526512200
pn-barabai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
L egalisas (Renehapanyailidh tHas/Basmtakiol 88 HA@RA Negeri Barabai

No. SK :

Per syar atan

1. Putusan Asli

2. Fotocopy Putusan yang akan dilegalisir

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima putusan asli dan Salinan putusan yang akan di legalisir
Meneliti berkas yang di legalisir

Membubuhkan cap pada fotocopy yang akn dimintakan tanda tangan kepada panitera

> W N

Petugas menyerahkan putusan asli dan turunan putusan kepada pemohon setelah ditanda tangani

panitera

Waktu Penyelesaian
1Jam

60 (enam puluh) menit (apabila persayarat sudah lengkap)
Biaya/ Tarif
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fotocopy turunan putusan yang sudah di legalisir oleh Panitera

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 04 Feb 2025 pukul 16:42. Klik di sini untuk melihat halaman asli.



http://pn-barabai.go.id
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8192399/pengadilan-tinggi-banjarmasin/legalisasi-penetapan-putusan-surat-keterangan

Pengadilan Negeri Barabai

JI. Murakata No.1, Barabai Bar., Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan
Selatan 71313 71313 089526512200
pn-barabai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
- Datang ke PEESUTA RRBEABIRIL T 16, BROGNBIHA b S BAR Ak bisger,Earabai
- Melalui kotak pengaduan yang terdapat di Pengadilan Negeri Barabai

Penanganan Pengaduan dapat di sampaikan melalui link berikut
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq9FHp-YHen6NnN-
4R3JHNGdkJg8aLO9HICoCsTPEBsTjoi_g/viewform
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